
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A.   Kesimpulan  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang 

membedakan pengelolaan keuangan di SMK Negeri dan SMK Swasta sebagai 

berikut :  

1. Segi Sumbernya 

di SMK Negeri lebih banyak mendapatkan sumber keuangan seperti sumber 

dari Pemerintah Pusat (Dana Bos), APBN, DIK (anggaran rutin), OPF 

(anggaran operasional pembangunan dan perawatan ), dana penunjang 

pendidikan) dari Pemerintah Daerah DAK (dana alokasi khusus) dan BOSDA. 

di SMK Swasta lebih sedikit sumbernya hanya dari Pemerintah Pusat berupa 

Dana Bos dan dari Orang Tua siswa berupa SPP yang disetorkan ke komite 

sekolah setiap bulan. Perbedaannya di SMK Swasta tidak mendapatkan OPF 

(anggaran operasional pembangunan dan perawatan) dan DAK (dana alokasi 

khusus) sedangkan di SMK Negeri lebih banyak  sumbernya ada dari 

pemerintah pusat (Dana Bos), APBN, DIK, OPF, dana penunjang pendidikan, 

DAK dan Bosda. Persamaannya bahwa SMK Negeri dan Swasta mendapat 

sumber dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bos. 

2. Segi Pengelolaannya 

SMK Negeri sumber dana dari pemerintah berupa Dana Bos masuk  pada 

rekening  sekolah  didistribusikan  ke jurusan-jurusan  sesuai isi  yang 

terkandung dalam  RAPBS dan RKAS. Pemakaian dana sesuai kebutuhan 



 
 

 
 

sekolah seperti penggunaan dana untuk program jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang, membiayai honorer, sarana dan prasarana,untuk 

belanja barang dan jasa, kegiatan belajar mengajar, kegiatan kesiswaan, dan 

pemeliharaan gedung dan di peruntukan juga untuk siswa yang kurang 

mampu/miskin. Dengan adanya Dana Bos, kebijakan dari sekolah untuk kelas 

3 tidak lagi membayar SPP. Tetapi kebiajakan tersebut hanya berlaku 

sementara karena di tahun 2017 ini berlaku untuk kelas 1,2 dan 3 tidak lagi di 

pungut biaya.SMK Swasta sumber dana yang masuk seperti Dana Bos, 

BOSDA dan sumbangan orang tua siswa, kedua komponen ternyata 

sumbangan orang tua murid paling dominan. Dana Bos masuk pada rekening 

sekolah tetapi yang mengelola adalah yayasan dan dana yang di keluarkan 

yayasan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dana dari orang tua siswa berupa 

SPP masuk pada komite sekolah dan diserahkan ke yayasan. yayasan yang 

mengelola keuangan serta dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan 

dipertanggungjawa bkan ke Kemendikbud. 

3. Segi Evaluasinya 

Sekolah Negeri maupun Swasta diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan 

kepada pihak yang terkait dalam hal ini kedinas pendidikan nasional, 

kemendikbud, dll. Secara umum hal-hal yang perlu dilaporkan oleh 

pelaksanaan program adalah berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, 

penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan 

serta hasil monitoring. Bentuk pelporannya seperti RAPBS, LPJ, RKA, Buku 

Kas Harian, Buku Kas Umum. 



 
 

 
 

 

B. Saran  

1. Untuk Yayasan untuk lebih meningkatkan pemeriksaan keuangan sekolah, 

pemeriksaan diadakan minimal tiap bulan, hal tersebut untuk meminimalisir 

penyelewengan keuangan sekolah.  

2. Bagi Kepala Sekolah peluang-peluang yang ada dapat dipergunakan sebaik-

baiknya dan semaksimal mungkin bagi tercapainya tujuan pendidikan yang 

diharapkan. 

3. Manajemen keuangan SMK Swasta untuk lebih melibatkan para guru dalam 

penyusunan RAPBS sekolah, jangan hanya melibatkan ketua jurusan saja, akan 

tetapi para guru-guru diikutsertakan supaya para guru mengetahui pengelolaan 

pembiayaan pendidikan termasu keuangan yang ada di sekolah.  

4. Pengelola dan komite sekolah diharapkan meningkatkan kualitas dalam 

mengelola keuangan sekolah  
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